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PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Stabat Klas | B yang memeriksa dan mengadili
perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai

Gugat antara:

XXX, umur XXX tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di
Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXX, umur XXX tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Langkat.
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara tertulis
tertanggal 27 Nopember 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Stabat Klas | B dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan

Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Sth. pada tanggal 27 Nopember 2018 yang isinya

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Juni 2003 di

Kecamatan Hinai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
XXX/35/VI/2003 tanggal 23 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan Hinai;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 1 (satu)
tahun, kemudian pada tahun 2004 Penggugat dengan Tergugat pindah
kerumah pemberian orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut

diatas;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan
sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul) dan telah dikaruniai 3

orang anak yang bernama :

a. XXX, laki-laki, umur 14 tahun;
b. XXX, laki-laki, umur 10 tahun;
c. XXX, laki-laki, umur 8 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2014 antara
Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran
dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga
Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala
rumah tangga dan Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat
serta Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat untuk

keperluan yang tidak jelas;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat
lebih giat bekerja sehingga Tergugat dapat lebih bertanggung jawab sebagai
seorang suami dan kepala rumah tangga dan agar Tergugat jangan suka
berjudi dengan teman-teman Tergugat serta agar Tergugat jangan suka
berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat untuk keperluan yang tidak

jelas, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang
tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat
sampai pinsan dihadapan orang tua Penggugat, akibatnya pada tanggal 20
Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal,
Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat

tersebut diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah pemberian
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orang tua Penggugat di alamat Tergugat tersebut diatas, hamun demikian

antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa
kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cqg. Majelis
Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang
serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan
mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :
a. Mengabulkan gugatan Penggugat;

b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat
(XXX);

c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku;
SUBSIDAIR :
- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah
datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya
serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan
terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim
berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha
menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap

mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
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Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya
perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;
Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat,
dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalii dalam surat gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:
A. Bukti tertulis
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/35/V1/2003 tanggal 23 Juni
2003, atas nama Sutino bin Marno dan Susimiati binti Suparman,
diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat. Telah sesuai dengan aslinya,
bermeterai cukup dan telah dinezegelen. Diberi tanda bukti surat “P”;
B. Bukti Saksi

1. Nama XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi

adalah ibu kandung Penggugat sendiri;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah,
menikah pada tahun 2003, dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia

keturunan 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terakhir yaitu di rumah

pemberian saksi untuk Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, namun sejak tahun 2014
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, yaitu
terjadi percekcokan dan perselisihan disebabkan karena masalah
ekonomi keluarga, yaitu Tergugat malas bekerja, karenanya kurang

bertanggung jawab dalam menafkahi keluarganya;
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- Bahwa penyebab lainnya yaitu tentang sifat Tergugat yang suka bermain
judi, bahkan suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan

Penggugat;

- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016 dimana Tergugat memukul
Penggugat sampai pingsan, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat
sudah pisah rumah hingga sampai dengan saat sekarang ini, karena
baek Penggugat maupun Tergugat pulang kerumah orangtuanya

masing-masing;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, maka
selama itu tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-

masing;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan

dan membenarkannya;

2. Nama, XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal
di Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi

adalah ayah kandung Penggugat sendiri;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah,
menikah pada tahun 2003, dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia

keturunan 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terakhir yaitu di rumah

pemberian saksi untuk Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, namun sejak tahun 2014
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, yaitu
terjadi percekcokan dan perselisihan disebabkan karena masalah
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ekonomi keluarga, yaitu Tergugat malas bekerja, karenanya kurang

bertanggung jawab dalam menafkahi keluarganya;

- Bahwa penyebab lainnya yaitu tentang sifat Tergugat yang suka bermain
judi, bahkan suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan

Penggugat;

- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016 dimana Tergugat memukul
Penggugat sampai pingsan, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat
sudah pisah rumah hingga sampai dengan saat sekarang ini, karena
baek Penggugat maupun Tergugat pulang kerumah orangtuanya

masing-masing;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, maka
selama itu tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-

masing;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan

dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan
gugatannya, dan mohon agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan
gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya, karena tidak hadir

di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk
berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1
tahun 2016 Penggugat dan Tergugat harus dimediasi oleh Hakim mediator,
namun Penggugat tidak dimediasi karena Tergugat tidak datang dalam
persidangan, dan Penggugat hanya dinasehati oleh Majelis Hakim di ruang
persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya telah sesuai
dengan pasal 154 ayat (4) RBg Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil
secara resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan, terhadap
panggilan mana Penggugat hadir in-person, sedangkan Tergugat tidak hadir
tanpa alasan hukum yang sah, dengan demikian maksud Pasal 145 RBg. Jo

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap ketidak hadiran Tergugat yang tanpa
dibenarkan oleh hukum, untuk itu Majelis Hakim berpendapat atas perkara ini
dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan
ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis
Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula

mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan
mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat, maka pada pokoknya
yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar
Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
dengan alasan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan
akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana
diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat
mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang
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dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
Pasal 116 huruf (f) Kompilasai Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami
isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat
bukti tertulis P. dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian

duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. i.c. Kutipan Akta Nikah, sesuai
dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991
dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai
persona standi in judicio i.c. suami isteri yang sah sehingga Penggugat dan

Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua
orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di
bawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut dihubungkan
satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi
mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran karena sifat Tergugat yang malas bekerja, dan suka bermain judi,
bahkan ringan tangan kepada Penggugat, pengetahuan saksi tersebut
diperoleh secara langsung, dan saksi sendiri melihat kondisi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah
hidup sendiri-sendiri dan tidak sebagaimana layaknya suami isteri karena tidak

satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut
diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan
Penggugat sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan
saksi tersebut diperoleh secara langsung karena para saksi adalah ibu dan
ayah kandung Penggugat sendiri, namun Majelis menilai keterangan para saksi

tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) sesuai
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dengan yurisprudensi putusan MA-RI No. XXX K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003,
sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308
ayat (1) dan 309 RBg, saksi yang dihadirkan juga telah memenuhi batas
minimal pembuktian saksi i.c. dua orang saksi, dengan demikian dapat
dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan

Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab
terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak patut dibebankan
kepada salah satu pihak saja, nhamun Tergugat sendiri telah melepaskan hak
jawabnya. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terjadinya
kesalahan yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran
tersebut kepada salah satu pihak, tetapi mempertimbangkan ada tidaknya, atau
benar tidaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut terwujud dalam rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan yurisprudensi putusan
Mahkamah Agung R.l. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 28 Agustus 1991 dan
Nomor 266 K/AG/1994 Tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara a quo dihubungkan satu
sama lainnya, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 20 Juni
2003, dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang akibatnya sejak tanggal 20 Juli 2016 antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi hingga sampai dengan saat
sekarang ini;

- Bahwa saksi-saksi/orang dekat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk
merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari petimbangan-pertimbangan di atas, maka
merupakan fakta yang dikonstatir terbukti adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat.
Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;
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Menimbang, bahwa tentang tidak adanya harapan akan hidup rukun

kembali, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat yang sudah tidak mau bersatu
lagi dengan Tergugat, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi sebagaimana layaknya suami
isteri yang rukun dan damai serta harmonis, dengan demikian tidak adanya
harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dalam hal mana Majelis memberikan pandangan
bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah
tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan
oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 4adjs sz akly Jaas ) 150
demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan
pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, akan tetapi ternyata tujuan mana
dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan
pertengkaran yang berkelanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa
untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu perkawinan
adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan
untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan
Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai mitsaagan ghalidzan (ikatan yang
sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar
masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk
mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada
pada kondisi yang telah pecah (broken marriage) dan tidak layak untuk
dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga mana dipandang akan
mendatangkan kemafsadatan, karenanya perceraian merupakan jalan keluar
dari kemafsadatan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah
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wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:
J o »all (kemudhorotan itu harus dihindarkan);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat yang mendalilkan antara
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dinyatakan terbukti
secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat
(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti,
dan Majelis telah mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat, sesuai
dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian telah cukup alasan
Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat
dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam
Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan
Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun
2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya
perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat
(XXX);
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini dihitung sejumlah

Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas | B
dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Desember
2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh
kami Drs. H. Imaluddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Shobirin
Lubis, S.H. dan Dra. Hj. Syamsidar, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum, oleh Drs. H. Imaluddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis,
didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Zuairiah, S.H. sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. Drs. H. Imaluddin, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:
1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
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2. Biaya proses. Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 300.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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